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PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR Ii/ TAHUN 2015 

TENTANG 

TAM'.BAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAII 

KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ILEBONG 

Menimbang a . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuru1gan 
Daerah, pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat 
memberikan tambahan penghasilan berdasarkan l>eban 
kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dlbebani pekerjaan 
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui 
beban kerja normal; 

Mengingat 

b. bahwa untu k mencapai profes ional1sme dan produktifitas 
sehmgga tercapai kmcl)a yang maksimal dibidang 
perencanaan dipandaog perlu memberi tambahan 
penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai 
Negeri Sipil Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lebong; 

c. bal1wa berdasarkao pertimbangan sebagalmana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu g itetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor J9, Tamoohan 
Lembaran Negara RJ Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4349); 

3. Unda.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 4 7, Tam bahan Lem baron Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



;,. unaang-u n<1ang Nomor 3.!l nmun 21XH tentang 
Penmbangan Keu13J1gan Antara Pemeru11ah Pusat clan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4438 ), 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Ta.bun 20 11 Ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundan g-Undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5234); 

7 . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang 
Nomor 2 'rahun 2014 tentang perubahan atas Undang -
undang Nomor 23 Tahu n 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Ta mbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589 ); 

8 . Peraturan Pemelim.ah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4758): 

9 Peraruran Pemerintah Nomor S Tahun 2000 tentang 
Laporan Keuangan dan Kine1)a lns tans, Pemen ntah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2006 Nomor 
25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

LO. Peratu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, 'ratacara Penyusunan, Peogendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

1 J, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l 3 Ta.bun 2006 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

l 2. Permendagri Nomoi- 12 Tahun 2008 tentang Pedomru1 
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

13. Pennendagri Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliao Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O l Tal1un 20 l 4 
tentang PembentukaJ1 Produk Hulrum Daerah; 



Menetapkan 

10. r<.ralWCl,U UrtC.ldLJ. ......................... ..,._ .. - ~ .:., 

tentang Penataan ()rganisasi Perangkat Daerah Kabupatm 
Lebong. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lebong Non1or l 1'ahw1 2012 tenta.ng 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten l.cbong 
Nomor I Tahun 2008; 

17. Peraturan Daerah Nornor 08 Taliun 2014 tentang i\nggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah ( APBD) Kabupaten 
Lebong Tahun Anggaran 2015: 

18. Peratutan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Lebong Tahu.n Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN LEBONG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 . Tambahan pengbasilan adalah penghasilan Pegawa.i Negeri 
S ipil diluar gaji bulanai1 

2. Behan Kerja adalah beban tugas• tugas Pegawai Negeri 
S ipil yang melampaui bebw kerja normal 

3 . Kcpala Bappeda adalah Kepala Badan PerencanaM 
Pembangunan Daeral, J(abupaten Lebong selaku 
koordinator Perencanaan Pembangunan Daerab 

4. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten 
Lebong 

5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di tingkungan 
Bappeda Kal>upaten !,ebong 

6. Kasu.bbid/ kasubbag adalah Kepala Subbidang dan 
Kepala subbagian di lingkungan Bappeda Kabupaten 

Lebong 
7 . Staf adalah Stai dilingkungan Bappeda Kabupaten Le bong 
8. Pangkat adalah kedudukao yang menunjukkan tiogkat 

seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya 
dalam rangkaiao susunan Kepegawaian dan digunakan 
sebagai dasar penggajiao. 

9 . Golongw rua:ng adalah golongan ruang gaji pokok 
sembagaimana diatur dalam ketentuan p,eraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai 

Negeri S ipil. 

BABU 
TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasa12 

(1) Pemberian Tambaban pengbasilan berdasarkan beban 
kerja Pegawai Negeri Sipil dilingku.ngan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong 
berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dao golongan/ 
ruang 



-

(2) Tambahan pe.ngh asilao sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 2 ayat(l ) Peraturan Bupati ini dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas perencanaan yang terkoordinasi 
dan terarab untuk mencapai kinerja yang maksimal 

No Eselon, Jumlah yang dlberlkan 
Panl!'kat/Golon,ran foerbulanl 

1. Eselon 11.b Rrt, 3.500.000 
2. Eselon 111.a Ro. 2.500.000 
3. l!:selon 111.b Rn. 2.000.000 

4 . Eselon IV.a Ro. 1.750.000 

5. Staf Oolonaan IV Ro. 1.500.000 
6. Staf Oolonean 111 Rn, t.200.000 

7 . Star Golon°an II Ro. 1.000.000 

Pa&al 3 

Pcmbe,;an Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 
aparatur perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 
(3) diberikan mulai bulan Janua,; 2015 dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a . PNS dillngkungan Bappeda melaksanakan tu gas pokok 

dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta 
melakukan koo.-dinasi lintas bidang dalam cangka 
perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

b. Apabila PNS dilingku ngan Bappeda tidak masuk kerja 
(satu) hari kerja tanpa keterangan akan ell potong sebesar 
3 (tiga) Persen darl tambahan pengbasilan yang 
seharusnya diterima perbulannya. 

c. Apabila PNS Tidak masuk kerja barus ada ijin/ 
rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh 
kepala Bappeda. 

d. PNS dilingkungan Bappeda yang tidal< mengikuti ape! pagi 
dan atau siang akan di potong sebesar 2 (dua) Persen dari 
tam bah an pen ghasilan yang seharusnya d iterima 
perbulannya. 

Pa&al4 

Dalam tnelaksanakan tugas perencanaan, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah menenipka n prinsip• 
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingku.ngan, serta kemandirian dengan rnenjaga 
keseim bangan kemajuan dan kesatuan da.erah. 

Paws 

1. Besarnya taro.bah an penghasilan unruk suatu masa ke1ja 
dihitung atas ko mponen cllsiplin dan pencapaian kinerja 
sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktu ral, s1af 
atau peran nyata melaksanakan tu gas lainnya untu k suatu 
masa kerja sesu:aJ dengan Keput usan Bupati atau. Kepala 
Satuan KerjaPerangkat Daerab (SKPDI; 

2 . Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan 
pencapaian lcinerja memiliki bobot 40%; 

3. Tata cara perhitungan taro.bahan penghasilan yang 
menerima sebagairnana tercancum dalam lampiran 
peraturan ini. 

V 
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L, 

c•:;o.cu .., 

Segala biaya yang t,mbul akibat d itetapkannya Peraturan 
Bupati ini d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lebong i,ada DPA Bappeda 
Kabupaten Lebong 

BAB ID 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan ini berlaku n,ulai bu Ian Januari 2015 

/\gar setiap orang dapat mengetahu inya memerintahkan 
pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan 
meoempatkannya dalam Betita Daerah Kabupaten Lebong. 

Oitetapkan dj Tubei 
pads tanggal" M•<re:t 20 I 5 

VUPATI LE ONG t/ ~~,,-~ 

VB. ROSJONSYAB 

Diundangkan di Tu bei 
pad.a tanggal ;.:; M"r<-t 2015 

SEl<RETAR~ERAH KABUPATEN LEBONG, 

fv . 
MIRW AN i°FFENDI 
SERITA OAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2015 NOMOR ..... .... . . 

, PEl,IERINTAII KABU?ATEN !.EBOllG 
.SAG!IN H~ij~ Olij itRJ). ~)l~ DA:?J.H 

PENEI.MH PRODUK HUKUlt 
,, KABUPATEN LE80KG ' 
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